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Abstract

The cuscus (Spilocuscus) is an endemic species of eastern Indonesia that plays a vital role in
maintaining the balance of forest ecosystems, particularly in Papua. However, its existence is
increasingly threatened by poaching, illegal trade, and habitat degradation. This study aims to
analyze cuscus conservation efforts in Papua based on Law Number 32 of 2024 concerning the
Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems and to identify obstacles in its
implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and
conceptual approach, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary
legal materials. The results show that normative legal protection for cuscuses has been clearly
regulated through prohibitions on hunting, ownership, and trade of protected species. However,
its implementation has not been optimal due to weak law enforcement, low public awareness,
limited monitoring facilities, and the lack of optimal integration of local wisdom into conservation
policies. Therefore, it is necessary to strengthen law enforcement, increase education and public
participation, and synergy between the government, law enforcement officials, and indigenous
communities to ensure the sustainability of cuscus conservation in Papua.

Keywords: Wildlife Conservation, Cuscus (Spilocuscus). Legal Protection, Papua, Law Number

32 of 2024.

Abstrak

Kus-kus (Spilocuscus) merupakan satwa endemik Indonesia timur yang memiliki peran penting
dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, khususnya di wilayah Papua. Namun, keberadaan
satwa ini semakin terancam akibat perburuan liar, perdagangan ilegal, serta degradasi habitat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya konservasi satwa kus-kus di Papua berdasarkan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistemnya serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan
konseptual, menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum terhadap kus-kus telah diatur
secara jelas melalui larangan perburuan, kepemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi. Namun,
implementasinya belum optimal akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran
masyarakat, keterbatasan sarana pengawasan, serta belum terintegrasinya kearifan lokal secara
maksimal dalam kebijakan konservasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum,
peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, aparat penegak
hukum, dan masyarakat adat untuk menjamin keberlanjutan konservasi kus-kus di Papua.

Kata Kunci: Konservasi Satwa, Kus-Kus (Spilocuscus). Perlindungan Hukum, Papua,Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2024.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati
tertinggi di dunia. Papua sebagai bagian dari kawasan Wallacea memiliki kekayaan fauna
endemik yang sangat tinggi, salah satunya adalah kus-kus (Spilocuscus). Satwa ini
berperan penting dalam ekosistem hutan, terutama sebagai penyebar biji dan penjaga
keseimbangan rantai makanan. Namun, tekanan terhadap populasi kus-kus semakin
meningkat seiring dengan maraknya perburuan liar, perdagangan ilegal, dan alih fungsi
hutan.

Upaya perlindungan terhadap satwa liar telah diatur dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 hingga
pembaruannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun demikian, fakta di lapangan
menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menjamin
perlindungan kus-kus secara efektif. Kondisi ini mendorong perlunya kajian yuridis untuk
menilai sejauh mana efektivitas hukum dalam mendukung upaya konservasi kus-kus di
Papua.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-
undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang
digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, seperti Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2024, peraturan terkait konservasi satwa, serta instrumen
hukum internasional; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil
penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum.
Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Upaya Konservasi Satwa Kus-kus di Papua

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 menegaskan larangan terhadap perburuan,
kepemilikan, dan perdagangan satwa dilindungi, termasuk kus-kus. Selain itu, pemerintah
melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki kewenangan dalam
pengawasan, penegakan hukum, dan pelaksanaan program konservasi, baik secara in-situ
maupun ex-situ. Di Papua, upaya konservasi juga dilakukan melalui penetapan kawasan
konservasi, rehabilitasi habitat, serta program edukasi kepada masyarakat.

Hambatan dalam Pelaksanaan Konservasi

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi konservasi kus-kus masih
menghadapi berbagai hambatan. Lemahnya penegakan hukum menyebabkan pelanggaran
seperti perburuan dan perdagangan ilegal masih terus terjadi. Selain itu, rendahnya
kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pengawasan, serta
minimnya koordinasi antarinstansi turut menghambat efektivitas konservasi. Faktor lain
yang tidak kalah penting adalah belum optimalnya pengakuan dan integrasi kearifan lokal
masyarakat adat dalam kebijakan konservasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap kus-kus di Papua secara normatif telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Namun, implementasinya belum berjalan optimal
akibat berbagai hambatan struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya
komprehensif yang mencakup penguatan penegakan hukum, peningkatan kesadaran
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